SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA

Menimbang

KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

a.

bahwa guna mewujudkan layanan yang mudah, cepat,
dan aman bagi tenaga kerja Indonesia telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, sebagian besar tahapan pelayanan pekerja
migran Indonesia beralih menjadi kewenangan

pemerintah pusat;

bahwa dengan beralihnya sebagian besar tahapan
pelayanan pekerja migran Indonesia menjadi
kewenangan pemerintah pusat, Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

perlu dicabut;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a. huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan
atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu
Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Februari 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 19 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elelctronik oleh:
Kepala Bire Hultum,

Cahyo Widayat, 3.H., M.51
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